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ANALISIS PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENERAPKAN 
MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH 




Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) perencanaan Manajemen 
Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). 2) penerapan Manajemen 
Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). 3) peran Kepala Sekolah dalam 
menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 4) upaya Kepala 
sekolah dalam menghadapi hambatan dalam menerapkan Manajemen Peningkatan 
Mutu Berbasis Sekolah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Teknik dianalisis melalui analisis interaktif. Teknik pemeriksaan keabsahan data 
dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa1)Perencanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 
(MPMBS): a) memiliki tujuan dan arah b)memanfaatkan sumber daya di sekolah 
c)menyeluruh d) fleksibel, 2) Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 
Sekolah (MPMBS): a) strukturisasi pengorganisasian b) Pengorganisasian MBS 
sesuai dengan bidang, wewenang, mata pelajaran dan tanggung jawabnya c) 
Melakukan Pengarahan dengan prinsip e) melakukan pengarahan: Orientasi,  
Perintah, delegasi wewenang,  3) Peran Kepala Sekolah dalam MPMBS meliputi: a) 
leader,manager, elevator, dan motivator. 4) Upaya Kepala sekolah dalam 
menghadapi hambatan dalam menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 
Sekolah: a) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan dewan komite sekolah, 
paguyuban orangtua, dan pihak terkait. b) Melakukan transparansi manajemen dan 
menerapkan Paikem sekolah 
 
Kata Kunci : peran kepala sekolah, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. 
  
ABSTRACT 
This study aims to describe 1) planning of School-Based Quality 
Improvement Management (MPMBS). 2) implementation of School-Based Quality 
Improvement Management (MPMBS). 3) Principal's role in applying School-Based 
Quality Improvement Management 4) Principal efforts in facing obstacles in 
implementing School-Based Quality Improvement Management. This type of 
research is qualitative research. Data collection techniques used were interviews, 
observation, and documentation. Techniques are analyzed through interactive 
analysis. Technique examination of data validity is done by technique triangulation 
of source and technique. The results of the study indicate that 1) School-Based 
Quality Improvement Management Planning (MPMBS): a) having objectives and 
direction b) utilizing resources at school c) comprehensive d) flexible, 2) 
Implementing School-Based Quality Improvement Management (MPMBS): a) 
Organizing b) Organizing SBM according to the field, authority, subjects and 
responsibilities c) Conducting Briefing with the principle of e) conducting directives: 
Orientation, Command, delegation of authority, 3) Role of Principal in MPMBS 
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include: a) leader, manager, elevator , And motivators. 4) Principal efforts in facing 
obstacles in applying School-Based Quality Improvement Management: a) 
Coordinate and cooperate with school committee councils, parent associations, and 
related parties. B) Conduct management transparency and implement Paikem school 
 




Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Seperti yang telah 
dikemukakan Iwantoro (2014: 53) pendidikan merupakan masalah yang sangat 
penting dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Tujuan dari Pendidikan 
adalah mengarahkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 
yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, memiliki kemampuan 
dan berbudi pekerti yang luhur. Pendidikan mempunyai peran yang sangat 
strategis dalam menentukan arah maju mundurnya kualitas pengetahuan 
masyarakat bangsa.  
Mutu pendidikan nasional akan menjadi barometer sumber daya manusia 
terutama generasi penerus yang kreatif, mandiri, inovatif dan demokratis yang 
bertumpu pada akhlak mulia seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang berbunyi:  
“Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang 
beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 
pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani 
dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab 
kemasyarakatan dan kebangsaan.” 
Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu penawaran bagi sekolah 
untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi peserta 
didik karena MBS memberi peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik 
untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan dengan masalah 
kurikulum, pembelajaran manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari 
aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah merupakan wahana penting dalam 
pembentukan sumber daya manusia.  
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Keberhasilan sekolah dalam meraih mutu pendidikan banyak ditentukan 
oleh peran kepemimpinan kepala sekolah karena peran kepala sekolah sangat 
kuat mempengaruhi perilaku guru dan sumber-sumber daya pendukung lainnya. 
Pengelolaan sekolah di beberapa sekolah telah mengembangkan MBS sebagai 
penerapan kebijakan kemandirian sekolah. Namun sepertinya MBS belum dapat 
dilaksanakan secara maksimal oleh kepala sekolah. Hal ini karena tingkat 
pemahaman yang berbeda dari masing-masing guru dan kepala sekolah. Karena 
itu diperlukan sosok kepala sekolah yang berkompeten, memiliki sifat 
kepemimpinan yang baik, dan terampil dalam mengelola sekolah. 
SD Negeri Tangkil 3 sebagai sebuah lembaga pendidikan dikelola dan 
dikembangkan di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional 
RepublikIndonesia. Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang di bawah 
naunganpemerintah, maka kebijakan yang dilakukan tentu saja didasarkan pada 
peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dalam bidang 
administrasi,proses pendidikan, proses pengelolaan dan lain sebagainya. Karena 
orientasi kurikulum sekarang mengacu pada peningkatan kualitas manajemen 
yang berbasis sekolah, maka penekanan pengembangan yang semula berorientasi 
pada kuantitas berubah menjadi kualitas, mandiri, dan disentralisasi. 
Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian di SD Negeri Tangkil 3 tentang “Analisis Peran Kepala Sekolah dalam 
Menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SD Negeri 
Tangkil 3 Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2016/2017”. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Sugiyono 
(2014: 9) "Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 
meneliti pada kondisi objek yang alami, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, 
teknik pengumpulan datanya dilakukan secara trianggulasi (gabungan), data yang 
dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisis induktif”.  
Peneliti bertindak sebagai instrumen utama serta sebagai pengumpul data, 
baik data yang berupa wawancara serta observasi secara langsung.Untuk 
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memperoleh data tentang penelitian ini berperan sebagai instrumen kunci yang 
langsung melibatkan diri dalam kehidupan subyek dalam waktu penelitian yang 
sudah di tetapkan peneliti untuk memperoleh data sesuai dengan ciri penelitian 
kualitatif. Peneliti hadir sebagai pewancara atau pengumpul data tanpa 
mempengaruhi kehidupan subyek. Pengamatan dilakukan secara terbuka, yakni 
kehadiran peneliti diketahui oleh subjek. 
Pada penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur. Observasi 
tidak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis 
tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu 
secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, 
peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa 
rambu-rambu pengamatan. Dalam observasi ini, peneliti ingin mendapatkan 
gambaran secara langsung keadaan, kegiatan, maupun pengelolaan Manajemen 
Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SD Tangkil 3 Kabupaten Sragen. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian tentang peran kepala sekolah dalam menerapkan manajemen 
peningkatan mutu berbasis sekolah di SD Negeri Tangkil 3 ini telah menghasilkan 
beberapa data terkait dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang 
dilaksanakan oleh kepala sekolah. Data temuan penelitian ini diperoleh dengan 
wawancara, dokumentasi dan observasi. Berikut adalah data hasil temuan yang 
diperoleh dari lokasi penelitian. 
3.1 Hasil 
3.1.1 Perencanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) 
di SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2016/2017 
Perencanaan merupakan langkah awal dalam kegiatan manajerial 
pada setiaporganisasi. Perencanaan Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 
pada SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen dilaksanakan dengan 
berbagai pertimbangan. 
Kegiatan wawancara dilakukan peneliti untuk dapat mengetahui 
Perencanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SD 
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Negeri Tangkil 3. Dalam pelaksanaan wawancara dibagi menjadi 
wawancara dengan kepala sekolah dan wawancara dengan guru 
Perencanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SD 
Negeri Tangkil 3 dibagi perencanaan MPMBS, manfaat perencanaan 
MPMBS, unsur-unsur perencanaan MPMBS. 
Berdasarkan paparan data sebagaimana dikemukakan dari 
wawancara dan dokumen, dapat disimpulkan bahwa perencanaan 
peningkatan mutu di SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen terlebih dahulu 
melakukan identifikasi untuk melihat potensi dan kesiapan sekolah dalam 
implementasi MPMBS berdasarkan analisis SWOT. Sehingga efektivitas 
MPMBS yang dilakukan dapat diperhitungkan segala konsekuensi dan 
solusinya, karena perencanaan yang baik merupakan salah satu unsur 
utama penentu keberhasilan tujuan suatu organisasi.  
 
3.1.2 Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 
(MPMBS) pada SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen 
Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur 
organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang 
dimiliki danlingkungan yang melingkupi. Dua aspek utama proses 
susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. 
Departementalisasi adalah pengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja 
organisasi agar kegiatan sejenis saling berhubungan dapat dikerjakan 
bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan 
tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. 
Adapun bagan organisasi SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen 
sebagaimana lampiran 2.Pembagian kerja adalah perincian tugas 
pekerjaan agar setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam 
melaksanakan sekumpulan kegiatan. Kedua aspek ini merupakan dasar 
proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan secara efisien dan efektif. 
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Berdasarkan paparan data sebagaimana dikemukakan dari 
wawancara dan dokumen, dapat disimpulkan bahwa Pengorganisasian 
pengorganisasian Sumber daya dalam Peningkatan Mutu Berbasis 
Sekolah (MPMBS) pada SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen 
memakai prinsip berkeadilan, dengan maksud pembagian tugas dilakukan 
berdasarkan kapasitas atau Job Discription, pengembangan beban kerja 
dan pengembangan mekanisme kerja, yaitu dengan pengkelompokan 
komponen MPMBS, pembentukan struktur wewenang, merumuskan dan 
menetapkan metode prosedur dan penyedia fasilitas MBS berdasarkan 
perencanaan yang sudah disepakati. Hal ini mendukung proses 
implementasi MPMBS menuju kepada peningkatan mutu pendidikan. 
Sehingga proses pengorganisasian SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten 
Sragen akan terlaksana dalam konteks kebersamaan yang harmonis. 
3.1.3 Peran Kepala Sekolah dalam Manajemen Peningkatan Mutu 
Berbasis Sekolah (MPMBS) pada SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten 
Sragen 
Tahap pelaksanaan merupakan tahapan dimana seorang kepala 
sekolah mempunyai peran penting yaitu dalam melaksanakan rencana 
program-program manajemen berbasis sekolah yang telah direncanakan 
pada tahap pertama yakni tahap planning.Dalam melaksanakan rencana 
program-program MBS tersebut maka fungsi-fungsi terkait hendaknya 
memanfaatkan sumber daya secara maksimal, efektif dan efesien. 
Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 
pendidikan khususnya dalam implementasi kebijakan MPMBS di SD 
Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen masih didominasi pada aspek 
fisik/gedung dan peralatan lainnya yang diwujudkan dalam bentuk 
sumbangan wali murid dan bantuan lain berupa material. Kepala sekolah 
membuat program yaitu seperti budaya membaca dan paguyuban kelas. 
Budaya membaca ini mengajak serta orangtua untuk mengawasi anaknya 
dirumah tentang waktu waktu wajib membaca, paguyuban kelas dibuat 
untuk evaluasi sekolah, kinerja guru, prestasi siswa, dll. Paguyuban di 
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agendakan setiap pergantian semester. Kesadaran dan partisipasi untuk 
membantu anak belajar dan keterlibatannya dalam menyusun rencana 
sekolah, penyelenggaraan pendidikan dan proses belajar anak, sejauh 
pengamatan peneliti, sudah berjalan dengan optimal. 
Tanggung jawab peningkatan kualitas pendidikan secara mikro 
telah bergeser dari birokrasi pusat ke unit pengelola yang lebih dasar yaitu 
sekolah. Dengan kata lain, di dalam masyarakat yang komplek seperti 
sekarang dimana berbagai perubahan yang telah membawa kepada 
perubahan tata nilai yang bervariasi dan harapan yang lebih besar 
terhadap pendidikan terjadi begitu cepat, maka diyakini akan disadari 
bahwa kewenangan pusat tidak lagi secara tepat dan cepat dapat 
merespon perubahan keinginan masyarakat tersebut. 
3.1.4 Upaya Kepala sekolah dalam menghadapi hambatan dalam 
menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SD 
Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen. 
Dalam upaya menghadapi dalam menerapkan Manajemen 
Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah sehingga sekolahan diartikan bentuk 
alternatif pengelolaan sekolah dalam rangka memperoleh cara, tehnik, 
metode yang sebaik-baiknya dilakukan, sehingga sumber-sumber yang 
sangat terbatas seperti tenaga, dana, fasilitas, material maupun sepiritual 
guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, yang ditandai 
dengan adanya kewenengan pengambilan keputusan atau kebijkan yang 
lebih luas di tingkat sekolah. Keleluasan pengambilan pengambilan 
keputusan ditingkat sekolah dimaksudkan agar sekolah dapat 
mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dengan mengalokasikan sesuai 
dengan prioritas program serta lebih tanggap terhadap kebutuhan 
masyarakat dengan ditunjang sistem pengelolaan yang baik dan tidak 
terlepas dari kemampuan manajerial Kepala Sekolah. Sesuai dengan 




“Upaya yang sudah dilakukan Kepala Sekolah adalah dengan 
Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan dewan komite 
sekolah, paguyuban orangtua, dan pihak terkait.” 
“Tidak hanya itu juga melakukan transparanssi manajemen dan 
menerapkan PAIKEM sekolah”. 
 
Dalam hasil perspektif dari kepala sekolah menunjukkan bahwa 
upaya kepala sekolah dalam menghadapi hambatan hambatan dalam 
menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah adalah 
dengan beberapa pihak yang bersangkutan seperti dengan paguyuban 
orang tua dengan adanya kerja sama pada orang tua diharapkan akan 
meminalisasi hambatan menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu 
Berbasis Sekolah. Yang kita ketahuan bahwa orang tua merupakan guru 
pertama bagi seorang siswa maka orang tua akan mengarahkan anak-
anaknya pada pengembangan kreatifitas dan tanggung jawab siswa. 
3.2 Pembahasan 
3.2.1 Perencanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 
(MPMBS) di SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen Tahun 
Ajaran 2016/2017. 
Perencanaan implementasi Manajemen Peningkatan Mutu 
Berbasis Sekolah pada SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen 
terlebih dahulu melakukan identifikasi untuk melihat potensi dan 
kesiapan sekolah dalam implementasi MBS berdasarkan analisis 
SWOT. Sehingga efektivitas MBS yang dilakukan dapat 
diperhitungkan segala konsekuensi dan solusinya, karena perencanaan 
yang baik adalah salah satu unsur utama penentu keberhasilan tujuan 
suatu organisasi. 
Kemampuan dari kepala sekolah dan guru selaku aktor utama 
kebijakan yang dipercaya untuk mengemban pelaksanaan kebijakan 
MPMBS dalam mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki, 
termasuk mempertahankan dan memanfaatkan beberapa faktor 
pendukung di atas akan sangat menentukan keberhasilan 
implementasi kebijakan tersebut. Sebagaimana pendapat Wahab 
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(2012:4), yang menyatakan bahwa besar kecilnya perbedaan antara 
apa yang diharapkan (direncanakan) dengan apa yang senyatanya 
dicapai dalam implementasi kebijakan, sedikit banyaknya akan 
tergantung pada apa yang disebut Implementation capacity dari 
organisasi atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya untuk 
mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan. Implementation 
capacity tidak lainadalah kemampuan suatu organisasi/aktor untuk 
melaksanakan keputusan kebijakan (policy dicision) sedemikian rupa 
sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan 
dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai. Suatu proses 
kebijakan akan mengalami siklus yang meliputi formulasi, 
implementasi dan evaluasi kebijakan. 
3.2.2 Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 
(MPMBS) di SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 
2016/2017. 
Pengorganisasian Sumberdaya dalam Peningkatan Mutu Berbasis 
Sekolah pada SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen memakai prinsip 
berkeadilan, dengan maksud pembagian tugas dilakukan berdasarkan 
kapasitas dan profesionalitas personil. Proses pengorganisasian SD 
Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen meliputi pengkelompokan komponen 
MBS, pembentukan struktur wewenang, merumuskan dan menetapkan 
metode prosedur dan penyedia fasilitas MBS berdasarkan perencanaan 
yang sudah disepakati. Hal ini mendukung proses implementasi MBS 
menuju kepada peningkatan mutu pendidikan. 
Selanjutnya mengenai pengorganisasian sumberdaya dalam 
peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) pada SD Negeri Tangkil 3 
Kabupaten Sragen memakai prinsip berkeadilan, dengan maksud 
pembagian tugas dilakukan berdasarkan kapasitas dan profesionalitas 
personil. Proses pengorganisasian SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen 
meliputi pengkelompokan komponen MBS, pembentukan struktur 
wewenang, merumuskan dan menetapkan metode prosedur dan penyedia 
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fasilitas MBS berdasarkan perencanaan yang sudah disepakati. Hal ini 
mendukung proses implementasi MBS menuju kepada peningkatan mutu 
pendidikan. 
Dengan demikian pengorganisasian dalam konteks implementasi 
MPMBS di SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen merupakan fungsi 
yang tidak terpisahkan dengan perencanaan. Di lihat dari perannya 
pengorganisasian merupakan mekanisme utama yang digunakan 
manajemen untuk menjalankan atau mengaktifkan rencana, 
pengorganisasian menciptakan dan mengatur hubungan antara seluruh 
sumber-sumber daya organisasi melalui pengindikasian sumber daya 
organisasi yang akan digunakan untuk aktivitas tertentu dan kapan, 
dimana, dan bagaimana sumber daya tersebut digunakan. 
3.2.3 Peran Kepala Sekolah dalam menerapkan Manajemen Peningkatan 
Mutu Berbasis Sekolah di SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen 
Tahun Ajaran 2016/2017. 
Peran Kepala sekolah dalam Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 
pada SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen berfungsi sebagai tolak ukur 
menentukan kebijakan SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen di masa 
yang akan datang. Dari hasil evaluasi tersebut maka akan dapat diperoleh 
tingkat keberhasilan dan kegagalannya, sehingga dapat memperbaiki 
kinerja program yang akan datang. Di samping itu evaluasi juga sangat 
berguna sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk merumuskan sasaran 
(tujuan) peningkatan manajemen berbasis sekolah untuk tahun yang akan 
datang. 
Melalui proses pelaksanaan rencana peningkatan mutu berbasis 
sekolah (MPMBS) pada SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen kepala 
sekolah melakukan peran untuk melakukan supervisi dengan tujuan untuk 
membantu guru merencanakan dan mengatasi kesulitan yang di hadapi. 
Dengan cara itu, guru akan merasa di dampingi sehingga dapat 
meningkatkan semangat kerjanya demi peningkatan mutu pendidikan. 
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Pengambilan keputusan operasional kebijakan pelaksanaan 
implementasi MBS di SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen diserahkan 
kepada bidang-bidang sekolah yang menangani pelaksanaan rencana 
(didelegasikan), dengan bekerja berdasarkan acuan Rensta yang telah di 
sepakati secara profesional. Dalam proses pendidikan yang bermutu 
terlibat berbagai input seperti bahan ajar (kognitif, afektif, atau 
psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana 
sekolah dukungan administrasi dan sarana prasarana, dan sumber daya 
lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. 
3.2.4 Upaya Kepala sekolah dalam menghadapi hambatan dalam 
menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SD 
Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2016/2017. 
Dari data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini, kebijakan 
MPMBS yang tengah dirintis di SD Negeri Tangkil 3 Kabupaten Sragen 
ternyata tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. 
Faktor-faktor penghambat yang telah teridentifikasi perlu diperhatikan, 
sehingga kegagalan implementasi kebijakan dapat dieleminir. Sesuai 
dengan pernyataan dari Wahab (2012:5) , bahwa proses implementasi 
kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa salah jika ada yang berasumsi bahwa proses 
implementasi kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung tanpa 
hambatan. Pelaksanaan suatu kebijakan adalah sesuatu yang penting, 
bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. 
Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus 
yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. 
Kebijakan MPMBS telah disosialisasikan kepada pelaku 
kebijakan dan stakeholder, namun ternyata konsep dan tujuan dari 
kebijakan ini belum dipahami dengan baik oleh warga sekolah dan 
masyarakat, hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara acuan formal 
dan persepsi pelaku kebijakan terhadap MPMBS. Sehingga menyebabkan 
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pelaksanaan kebijakanMPMBS menjadi tidak utuh, Wahab (2012:4), 
menyebutnya dengan implementation gap. 
Salah satu bukti nyata di lapangan adalah tidak dilaksanakannya 
kebijakan sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang tertera dalam 
pedoman umum pelaksanaan.Tidak dipahaminya konsep dan tujuan 
kebijakan oleh pelaku atau aktor kebijakan dapat disebabkan karena 
informasi yang disampaikan dan diterima melalui penataran dan pelatihan 




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan 
dari penelitian ini sebagai berikut: 1) Perencanaan Manajemen Peningkatan Mutu 
Berbasis Sekolah (MPMBS); Perencanaan harus memberikan tujuan dan arah 
suatu program; Proses perencanaan MBS dengan mengidentifikasi seluruh sistem 
yang ada, peluang dan tantangan dan hal-hal yang berhubungan dengan proses 
peningkatan mutu pendidikan dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya 
sekolah; Unsur yang dilibatkan dalam MBS adalah Komite Sekolah, kepala 
sekolah, guru, paguyuban kelas, masyarakat.  
Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) 
telah dilakukan dengan proses strukturisasi pengorganisasian yaitu 
departementalisasi dan pembagian kerja. Pengorganisasian MBS sesuai dengan 
bidang, wewenang, mata pelajaran dan tanggung jawabnya. Dalam 
pelaksanaannya telah melakukan Pengarahan dengan prinsip: :1)Prinsip 
mengarah kepada tujuan. 2) Prinsip keharmonisan dengan tujuan. 3) Prinsip 
kesatuan komando. 
Peran Kepala Sekolah dalam manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 
Sekolah (MPMBS). Sebagai leader,manager, elevator, dan motivator, 
menempatkan guru sesuai dengan sertifikat dan kemampuannya, pendelegasian 
diklat dalam pengembangan pendidikan guru, mendidik siswa dalam penanaman 
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sifat-sifat tanggung jawab, terbuka, dan etika, mendidik Pengembangan 
kreativitas siswa. 
Upaya Kepala sekolah dalam menghadapi hambatan dalam menerapkan 
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; melakukan koordinasi dan 
kerja sama dengan dewan komite sekolah, paguyuban orangtua, dan pihak 
terkait; melakukan transparansi manajemen dan menerapkan Paikem sekolah. 
Berdasarkan hasil riset terhadap kondisi real yang ada di SDN Tangkil 3 
dalam implementasi MBS, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai 
berikut: Pertama, pada periode awal implementasi MBS di sekolah, kepala 
sekolah harus lebih intensif dalam kegiatan sosialisasi sehingga seluruh 
stakeholder mampu memahami dan mengimplementasikan. Hal ini sangat 
penting karena keberhasilan dalam sosialisasi akan menentukan keberhasilan 
langkah-langkah implementasi MBS selanjutnya. Kedua, sosialisasi 
implementasi MBS harus dilakukan secara tegas dan jelas tidak hanya kepada 
warga sekolah, tetapi juga secara vertikal kepada pemerintah sehingga semua 
pihak akan memberi perhatian dan dukungan yang lebih besar. 
Ketiga, kepala sekolah harus mempersiapkan seluruh SDM yang ada agar 
paham dan mampu menerapkan MBS dengan sebaik-baiknya, baik melalui 
diskusi, seminar, studi banding dengan sekolah lain, membaca buku tentang MBS 
ataupun dengan mengirim para staf untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang 
MBS. Keempat, kepala sekolah hendaknya tidak hanya mengutamakan perannya 
sebagai manager, melainkan juga harus menjalankan peran-peran lain secara 
intensif, terutama perannya sebagai educator (pendidik) karena pada hakikatnya 
jabatan kepala sekolah adalah jabatan atau tugas tambahan yang diberikan 
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